SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN M=NTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HdIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMEER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER’ DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemenuhan hak dasar penduduk di
bidang administrasi kependudukan, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturaﬁ Menteri Dalam
Negzri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sos:el yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Be_anja Daerah;

b. bzhwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
c:maksud dalam huruf a, periu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tertang Pedoman Pemberian Eibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dzerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomcr 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
teiah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
ezzs Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pzmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indcnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomcr 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 127;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dzerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nemor 450) sebagaimana telal: beberapa kali diubah,
teraxhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas
Pzracuran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
terteng Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dzerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Ncimor 15);

MEMUTUSKAN:
PERATUERAN MENTERI DALAM NEGERI  TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGEERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBSBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAE.



Pasal I
Perat-rarr Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentarrg Fedoman Pemberian Hibah can Bantuan Sosial yang
Bersurmber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah
(Beritz Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagarmana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Menter: Dalam Negeri:
a. Ncmor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia
Tzaun 2012 Nomor 540);
b. Ncrmor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tzatn 2016 Nomor 541);
c. Ncmor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tzatn 2018 Nomor 465);
d. Ncmor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 15;

diubal sebagai berikut:

Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu)

pasal ya=xni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) U=nit kerja pada Kementeriar Dalam Negeri yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang
Acrministrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah
da— Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko kartu
tanda penduduk elektronik.

(2) H:iban dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilarang tumpang tindih pendanaannya
dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
d:maxnai penyediaan setiap keping blangko kartu tanda
penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber
dzmna yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan

dzm belanja negara.



(4) H:ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat

cimerikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal II
Peraturarr Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengurdangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam: Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desembe= 2019.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN dUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDCNESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUS3L_K INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1560.

Salinan sesuai dengan aslinya




